_BADAN KEPEGAWAIAN

LIHAN P

dialinkan menjadi Badan Koordinasi
Kelua a-%ere cana Nasionall
! %

dlahhka_lf_l'ﬂ_ialihk_a_gﬂmanjad]
Kementerian Lingkungan Hidup dan

dialihkan menjadi Pemerintah Daerah
Provinsi

U5-11-2U15



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
23 Tahun 2014)

PENDIDIKAN (Lampiran Romawi | Huruf A, UU Nomor |
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|
|

# Pemerintah Pusat antara lain bertanggung jawab

dalam Pengelolaan pendidikan tinggi.

' # Pemerintah Daerah Provinsi antara lain bertanggung

jawab dalam Pengelolaan pendidikan menengah.

# Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain

bertanggung jawab dalam Pengelolaan pendidikan
dasar.

-

PNS YANG menduduki jab
Guru dan Tenaga
Kependidikan

PNS JF Guru pada Satuan
Pendidikan Menengah

Bl PNS Tenaga Kependidikan pada
& Satuan Pendidikan Menengah

Pengawas Sekolah;
 Kepala Sekolah;
. Pengelola Laboratorium/Bengkel;

Pranata Laboratorium Pendidikan;
Pengelola Perpustakaan;
 Pustakawan; dan
* Jabatan Administrasi
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. PNS yang telah dialihkan, ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.

. PNS jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan
Fungsional Guru tanpa ditetapkan kembali dengan keputusan pengangkatan
pada jabatan fungsional Guru.

. PNS Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan
Tenaga Kependidikan tanpa ditetapkan kembali dengan keputusan
pengangkatan pada jabatan tenaga kependidikan.

. Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

. Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada APBD Provinsi
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

. Pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan Oktober, November, dan
Desember 2016 tetap dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

1. Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

2. Sekda Kab/Kota menyampaikan daftar nominatif PNS yg akan
dialihkan kepada Pyb.

3. PyB berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-
masing Sekda Kab/Kota yang telah diperiksa kebenaran dan
keabsahannya oleh PyB, kemudian menyampaikan daftar nominatif
PNS kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
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4. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menetapkan keputusan

pengalihan berdasarkan usul dari PyB.

5. Penyampaian keputusan pengalihan kepada PNS vyang
bersangkutan melalui PyB.

6. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN/pejabat lain yg ditunjuk
membuat daftar nominatif PNS yang telah dialihkan.

7. Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan, dapat dibentuk Tim

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN.

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

PANGHAT

TEMPAT TERAKHIR UNIT
NO NAMA NP TANGGAL K;E:[N T‘Iﬁ“:\hl:[;m ps;‘;:ﬁmu ORAOANISAS] KETERANGAN
LAHIR GOL | o LAMA

Sekorotaria Daerah Kabupaten/Kota/
Sekretaris Dasrah Provinsi*),

Tembusan **):
Direktur Jenderal Pendidikan Gurmu dan Tenagr Kependidikan NIP.
k inn Pendis dan Kebud; -




DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FROVINSI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA
OADAN KEFEOAWALAN NEGARA

HIF

TANGGAL LAHIN

FERIINIKAN
TERAKHIE

TANGRAT/
GOLFUARG! TMT

WILAYAI FEMUAYARAN

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
PEJABAT YANG DITUNJUK,*}
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